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I. UMUM  

Keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjamin apabila 
didukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai. 

Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan, baik hayati 
maupun non hayati, mempengaruhi kondisi lingkungan dan 
keberlangsungan ekosistem. Tingginya eksploitasi sumber daya alam 

dan lingkungan hidup dapat memberi efek samping terhadap 
kemampuan daya dukung lingkungan dalam menerima beban yang 
dihasilkan aktivitas pembangunan dan kegiatan manusia. Oleh sebab 

itu, lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa wajib 
dilindungi dan dilestarikan sebagai sumber dan penunjang 

kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.  

Kegiatan pembangunan dalam menunjang kesejahteraan dan 
kehidupan manusia makin meningkat dan mengandung risiko 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan bagi lingkungan hidup, 
berkurangnya sumber air dan ruang terbuka hijau,serta 
menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

Karena itu perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup perlu 
dilakukan dengan sungguh-sungguh dan konsisten melalui 

kebijakan pencegahan dan pengendalian secara komprehensif, taat 
asas, terpadu, berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan 
berwawasan lingkungan. 

Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka melaksanakan 
kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 ayat (3) Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, sekaligus memberi landasan 
pelaksanaan kewenangan Daerah di bidang lingkungan hidup 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah.  

Peraturan Daerah ini mencabut dan menggantikan Peraturan 
Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Pengendalian Lingkungan Hidup di Kabupaten Boyolali (Lembaran 

Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) yang saat 
ini tidak sesuai dengan spirit dalam Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup.  
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II. PASAL DEMI PASAL  

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan ”asas tanggung jawab 

Pemerintah Daerah” adalah: 

1. Pemerintah daerah mendorong upaya 

pemanfaatan sumber daya alam untuk 

memberikan manfaat yang sebesar-besarnya 

bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik 

generasi masa kini maupun generasi masa 

depan;  

2. Pemerintah daerah mendorong pemenuhan 

jaminan hak warga negara atas lingkungan 

hidup yang baik dan sehat; dan  

3. Pemerintah daerah berupaya mencegah 

dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber 

daya alam yang menimbulkan pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”asas kelestarian dan 

keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul 

kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi 

mendatang dan dalam satu generasi dengan 

melakukan upaya pelestarian daya dukung 

ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan 

hidup. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan ”asas keserasian dan 

keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan 

lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai 

aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, 

dan perlindungan serta pelestarian ekosistem. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan ”asas keterpaduan” adalah 

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup dilakukan dengan memadukan berbagai 

unsur atau menyinergikan berbagai komponen 

terkait. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan ”asas manfaat” adalah 

bahwa segala usaha dan/atau kegiatan 
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pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan 

dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan 

hidup untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat dan harkat manusia selaras dengan 

lingkungannya. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan ”asas kehati-hatian” adalah 

bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu 

usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan 

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 

bukan merupakan alasan untuk menunda 

langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari 

ancaman terhadap pencemaran dan/atau 

kerusakan lingkungan hidup. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan ”asas keadilan” adalah 

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup harus mencerminkan keadilan secara 

proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas 

daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan “asas ekoregion” adalah 

bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup harus memperhatikan karakteristik sumber 

daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya 

masyarakat setempat, dan kearifan lokal. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan ”asas keanekaragaman 

hayati” adalah bahwa perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup harus 

memperhatikan upaya terpadu untuk 

mempertahankan keberadaan, keragaman, dan 

keberlanjutan sumber daya alam hayati yang 

terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber 

daya alam hewani yang bersama dengan unsur 

nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan 

membentuk ekosistem. 

Huruf j 

Yang dimaksud dengan ”asas pencemar membayar” 

adalah bahwa setiap penanggung jawab yang 

usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup wajib menanggung biaya pemulihan 

lingkungan. 
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Huruf k 

Yang dimaksud dengan ”asas partisipatif” adalah 

bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk 

berperan aktif dalam proses pengambilan 

keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup, baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Huruf l 

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah 

adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai 

luhur yang berlaku dalam tata kehidupan 

masyarakat. 

Huruf m 

Yang dimaksud dengan ”asas tata kelola 

pemerintahan yang baik” adalah bahwa 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi,a 

akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan. 

Huruf  n 

Yang dimaksud dengan ”asas otonomi daerah” 

adalah bahwa Pemerintah Daerah mengatur dan 

mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 

dengan memperhatikan kekhususan dalam bingkai 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Pasal  3 

Cukup jelas. 

Pasal  4 

Cukup jelas. 

Pasal  5 

Inventarisasi dilakukan untuk menentukan daya dukung 

dan daya tampung serta cadangan sumber daya alam. 

Pasal  6 

Cukup jelas. 

Pasal  7 

Cukup jelas. 

Pasal  8 

Cukup jelas. 

Pasal  9 

Cukup jelas. 

Pasal 10  

Cukup jelas. 
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Pasal  11 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Rencana rinci RTRW setidaknya memuat 

kapasitas daya dukung dan daya tampung, 

perkiraan dampak, kelayakan ekosistem, 

tingkat kerentanan adaptasi, dan lain-lain. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Penentuan terjadinya kerusakan lingkungan hidup 

diukur melalui kriteria baku kerusakan lingkungan 

hidup yang meliputi: 

a. kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi 

biomassa; 

b. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup 

berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau 

lahan; 

c. kriteria baku kerusakan ekosistem karst; 

d. kriteria baku kerusakan ekosistem lainnya 

sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi 

Kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim 

didasarkan pada parameter : 

a. kenaikan temperatur; 

b. badai, dan/atau 

c. kekeringan. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Ayat (8) 

Cukup jelas. 

Ayat (9) 

Cukup jelas. 
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Ayat (10) 

Yang dimaksud dengan Analisis Risiko Lingkungan 

Hidup adalah prosedur yang antara lain digunakan 

untuk mengkaji pelepasan dan peredaran produk 

rekayasa genetik dan pembersihan (clean up) 

limbah B3. 

Ayat (11) 

Cukup jelas. 

Pasal  12 

Cukup jelas. 

Pasal  13 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan ”remediasi” adalah 

upaya pemulihan pencemaran lingkungan 

hidup untuk memperbaiki mutu 

lingkungan hidup. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan ”rehabilitasi” 

adalah upaya pemulihan untuk 

mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat 

lingkungan hidup termasuk upaya 

pencegahan kerusakan lahan, 

memberikanperlindungan, dan 

memperbaiki ekosistem. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan ”restorasi” adalah 

upaya pemulihan untuk menjadikan 

lingkungan hidup atau bagian-bagiannya 

berfungsi kembali sebagaimana semula. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 
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Ayat (7) 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal  19 

Cukup jelas. 

Pasal  20  

Cukup jelas. 

Pasal  21 

Cukup jelas. 

Pasal  22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal  24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal  26 

Cukup jelas. 

Pasal  27 

Cukup jelas. 

Pasal  28   

Cukup jelas. 

Pasal  29 

Cukup jelas. 

Pasal  30   

Cukup jelas. 

Pasal  31 

Cukup jelas. 

Pasal  32 

Cukup jelas. 

Pasal  33 

Cukup jelas. 
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Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal  35 

Cukup jelas. 

Pasal  36 

Cukup jelas. 

Pasal  37  

Cukup jelas. 

Pasal  38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal  42 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud Izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) 

antara lain mencakup: izin pembuangan 

limbah cair, izin pemanfaatan air limbah 

untuk aplikasi ke tanah, izin penyimpanan 

sementara limbah bahan berbahaya dan 

beracun, izin pengumpulan limbah bahan 

berbahaya dan beracun, izin pengangkutan 

limbah bahan berbahaya dan beracun, izin 

pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan 

beracun, izin pengolahan limbah bahan 

berbahaya dan beracun, izin penimbunan 

limbah bahan berbahaya dan beracun, izin 

pembuangan air limbah ke laut, izin 

dumping, izin reinjeksi ke dalam formasi, 

dan/atau izin venting. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 
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Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud Multimedia adalah dalam 

mengumumkan izin lingkungan menggunakan 

media yang merupakan gabungan  dari dua atau 

beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan 

animasi. Pengumuman tersebut antara lain adalah 

situs internet yang secara efektif dan efisien dapat 

dapat menjangkau masyarakat. 

Sedangkan yang dimaksud dengan papan 

pengumuman merupakan papan pengumuman di 

lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang 

mudah dijangkau oleh masyarakat terkena 

dampak. 

Pengumuman di lokasi usaha dan/atau kegiatan 

dituangkan pada media informasi tulis atau cetak 

dengan ukuran yang memadai, dapat dibuat dalam 

bentuk spanduk, banner, baliho atau media 

informasi tulis/cetak lainnya sesuai dengan 

perkembangan jaman. Pengumuman yang 

disampaikan dengan media informasi tulis/cetak 

tersebut sedikitnya berukuran 60 cm x 120 cm 

(enampuluh kali seratus dua puluh centimeter 

persegi. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Yang dimaksud media massa adalah alat yang digunakan 

dalam penyampaian pengumuman izin lingkungan oleh 

Bupati/ pejabat yang ditunjuk kepada masyarakat dengan 

menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat 

kabar, film, radio, TV, sedangkan yang dimaksud 

Multimedia adalah dalam mengumumkan izin lingkungan 

menggunakan media yang merupakan gabungan  dari dua 

atau beberapa unsur yaitu teks, grafik, suara, video dan 

animasi. 

 

Pasal 49 

Cukup jelas. 
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Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Cukup jelas. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Cukup jelas. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Yang dimaksud dengan swapantau adalah pemantauan air 

limbah yang dilakukan setiap orang yang melakukan usaha 

dan/atau kegiatan. 

Pasal 66 

Cukup jelas 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 

Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 
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Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Cukup jelas. 

Pasal  77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal   80 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Pemberian saran dan pendapat dalam 

ketentuan ini termasuk dalam penyusunan 

KLHS dan Amdal. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal  81 

Cukup jelas. 

Pasal  82 

Cukup jelas. 

Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 
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Pasal 86 

Wewenang untuk mencabut Izin Lingkungan bersifat 

diskresi dengan mempertimbangkan semua kepentingan 

yang ada dan dikoordinasikan dengan SKPD yang 

membidangi Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal. 

Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

Pasal 99 

Cukup jelas. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 
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